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ABSTRAK 

 

Saiful Anam, 201410115216, Skripsi, Legalitas Setya Novanto Sebagai Warga 

Negara Indonesia Berstatus Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Judicial 

Review Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU - XIV/2016. 

Setya Novanto Sebagai Warga Negara Indonesia Berstatus Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat yang merasa dirugikan atas berlakunya Pasal Pasal 5 ayat (1) 

dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf  b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 26A Undang-Undang 

Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan 

yang mengabulkan Legal Standing anggota Dewan Perwakilan Rakyat berbeda 

dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007 berpendirian bahwa pengertian “perorangan 

warga negara Indonesia” dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang 

Mahkamah Konstitusi tidak sama dengan warga negara Indonesia yang 

berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 151/PUU-VII/2009 menyatakan kedudukan/jabatan Pemohon 

sebagai anggota DPR,  menurut Mahkamah Konstitusi, pada diri Pemohon juga 

melekat hak-hak konstitusional yang membedakan Pemohon dengan warga negara 

Indonesia yang lain. Dalam skripsi ini penulis membahas legalitas atau legal 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan menganalisa Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 20/PUU - XIV/2016, dengan Drs. Setya Novanto (Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai Pemohon Judicial Review. Penelitian ini 

bertujuan memberikan saran untuk menumbuhkan konsep-konsep ilmiah bagi 

perkembangan pengetahuan hukum. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian hukum normatif dengan menelaah beberapa undang-undang dan 

peraturan hukum. Dari hasil penelitian tersebut, masih ditemukan kekosongan 

hukum karena aturan hukumnya belum spesifik... Hal ini diharapkan dapat 

menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam pembaharuan hukum positif 

yang mengatur secara lebih sempurna syarat dan kode etik pemohon Judicial 

Review. 
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ABSTRACT 

 

 

Saiful Anam, 201410115216, Skripsi, Legality of Setya Novanto as an 

Indonesian Citizen in the status of Members of the House of Representatives in 

Judicial Review of Case Studies of the Constitutional Court Decision Number 20 / 

PUU-XIV/2016.                                                                                                                   

Setya Novanto As an Indonesian Citizen in the status of member of the People's 

Legislative Assembly who feels aggrieved over the coming into effect of Article 

Article paragraph (1) and paragraph (2) and Article 44 sub-paragraph b of Law 

Number 11 Year 2011 on Information and Electronic Transactions and Article 

26A Undang- Law Number 31 Year 1999 concerning Eradication of Corruption 

Crimes. The decision to grant Legal Standing a member of the People's 

Legislative Assembly is different from the previous Constitutional Court rulings. 

Constitutional Court Decision Number 20 / PUU-V / 2007 argues that the 

definition of "individual Indonesian citizens" in Article 51 paragraph (1) letter a 

of the Law of the Constitutional Court is not the same as an Indonesian citizen 

who is a member of the People's Legislative Assembly. Constitutional Court 

Decision Number 151 / PUU-VII / 2009 states that the position / position of the 

Petitioner as a member of the House of Representatives, according to the 

Constitutional Court, the Petitioners themselves also have constitutional rights 

that distinguish the Petitioner from other Indonesian citizens. In this thesis the 

author discusses the legality or legal members of the House of Representatives by 

analyzing the Decision of the Constitutional Court Number 20 / PUU - XIV / 

2016, with Drs. Setya Novanto (Member of the House of Representatives) as an 

Appellant for Judicial Review. This study aims to provide advice to foster 

scientific concepts for the development of legal knowledge. This study uses 

normative legal research methods by examining several laws and legal 

regulations. From the results of the study, there is still a legal vacuum because the 

legal rules have not been specific ... This is expected to be a consideration for the 

government in the renewal of a positive law that regulates more perfectly the 

terms and ethical code of the applicant Judicial Review. 
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